
11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah keputusan autoritatif, keputusan yang dibuat oleh orang 

yang memegang kekuasaan, formal atau informal. Sedangkan kebijakan publik 

adalah sekelompok orang yang dihubungkan dengan isu khusus. Publik adalah 

lingkungan dimana orang menjadi warga negara, ruang dimana warga negara 

berinteraksi, dimana negara dan masyrakat berada. maka kebijakan publik adalah 

negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan keputusan untuk mengatur 

kehidupan publik untuk mencapai misi bangsa. (Rian Nugroho,2014:32) 

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi 

publik, diimana kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau 

pemerintah. Kemudian kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk investasi 

yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya 

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam 

pemerintahan.(Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong, 2010:38-39). 

 Menurut Thomas R. dye Kebijkan adalah “whatever government choose to 

do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun 

tidak dilakukan). Dari pengertian ini maka pusat perhatian dari kebijakan public 

tidak hanya pada apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan 

termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. 
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 Dengan tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang 

cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya 

terhadap masyarakat jika pemerintah mendiamkan atau tidak melakukan tindakan 

apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela dalam masyarakat dengan 

demikian tindakan tidak melakukan apa-apa merupakan kebijakan yang diambil 

pemerintah. (Miftha thoha, 2003:62-63) 

 Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari basa yunani, sunsekerta 

yaitu polis (Negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politician 

(Negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris yaitu police yang berarti menangani 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (Dunn dalam Sahaya 

anggara, 2012:51-52) 

 Kebijakan (Police) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam 

arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada 

intinya merupakan keputusan-keputusa atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, 

dan manusia demi kepentingan publik. (Edi Suharto,2013:3) 

 Kebijakan publik menitik beratkan pada public dan problem-problemnya. 

Kebijakan public membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan 

public disusun dan dedefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam 

agenda kebijakan dan agenda politik (Jhon Dewey dalam Wicaksono, 2006:63). 
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  Kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau 

pemerintah. 

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik 

 Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan Negara bersumber pada 

kenyataan bahwa kebijksanaan itu dirumuskan oleh apa yang David Easton sebut 

sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik yakni para 

ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator dan lain 

sebagainya. Mereka ini lah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang 

dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari system politik dan 

dianggap oleh sebagian besar warga system politik itu sebagai pihak yang 

bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil 

tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada 

dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. (Solichin abdul wahab, 2005:5) 

 Berikut ciri-ciri kebijakan publik: 

a. Kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 

tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kebetulan. 

b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilkukan oleh 

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan berdiri 

sendiri. 
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c. Kebijksanaan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan bukan hanya apa yang 

diinginkan oleh pemerintah dalam bidang tertentu. 

d. Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif mungkin pula negative. 

(solichin abdul wahab, 2005:6-7) 

2.1.3 Tahap-tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan 

 Proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab adalah proses yang 

melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuan, pemimpin-pemimpin 

organisasi professional, para administrator dan para politisi.(K. Price dalam 

Wahab 2012:72) 

Disamping  itu proses pembuat kebijakan memerlukan tanggung jawab yang 

tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko, oleh karena itu 

banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa 

tahap diantaranya: 

1. Penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

public. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya 

ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Formulasi kebijakan 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mrngatasi masalah 

alternatif kebijakan  melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan 

pengadilan dan tindakan legislatif. 
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3. Adopsi kebijakan 

Alternative kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislative, consensus diantara direktur lembaga atau keputusan produksi. 

4. Implementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilitasikan sumber daya financial dan manusia. 

5. Penilaian kebijakan 

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah 

badan-badan eksekutif, legislative fan peradilan memenuhi persyaratan 

undang-undang dalam pembuatan dan pencapaian tujuan. (William N. Dunn 

2000:24). 

2.1.4 Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik 

 Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang 

sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan public, walau 

dalam kenyataannya beberapa orang mempunyai wewenang yang sah untuk 

bertindak dikendalikan oleh orang lain. 

 Dalam konteks ini sangat penting membedakan anatar pembuat kebijakan 

primer dan pembuat kebijakan sekunder/pendukung. Pembuat keputusan primer 

adalah actor-aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional 

langsung untuk bertindak. Sedangkan pembuat kebijakan sekunder/pendukung 

yaitu seperti instansi administrasi, harus mendapatkan wewenang untuk bertindak 

dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu paling tidak 
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secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat 

kebijakan primer). 

Pembuat kebijakan antara lain: 

a. Legislatif 

 Tugas dari legislatif adalah yang berhubungan dengan tugas politik sentral 

dalam suatu sistem politik. Penetapan keputusan politik menjadi kebijakan public 

merupakan sesuatu yang harus ditentukan melalui rangkaian kegiatan empiris 

yang runut dan sistematis. 

b. Eksekutif  

 Banyak yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup didalam sebuah era 

yang disebut dengan “executive-center era” dimana efektifitas pemerintah selaku 

lembaga eksekutif secara substansial tergantung pada kepemimpinan eksekutif 

baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. 

c. Instansi administratif 

 Sistem administrasi diseluruh dunia dibedakan berdasarkan 

karakteristiknya, seperti ukuran dan keragaman, hierarkisitas organisasi, hingga 

tingkat otonominya. Meskipun terdapat satu doktrin umu dalam ilmu politik 

instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan oleh 

pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur 

dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. 

d. Lembaga peradilan 

 Pengadilan atau lembaga peradilan yang notabenya berwenang dalam 

proses banding seringkali dipengaruhi oleh sifat dan isi kebijakan public melalui 
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penggunaan kekuasaan pengadilan untuk meninjau dan menginterprestasikan 

undang-undang dalam kasus yang dibawa sebelumnya. (Leo Agustino,2014: 29-

34). 

1.2 Implementasi Kebijakan  

1.2.1 Pengertian Implementasi   

Implementasi merupakan suatu proses yang penuh dengan muatan politik 

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya. (Grindle dalam Harbani Pasolong, 2010:57-58). 

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. (Leo 

Agustino. 2014:138-139). 

1.2.2 Pemahaman Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas 

menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh 

orangpemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. 

Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno dalam bukunya yang 

berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi 

kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi 
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hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atautujuan yang 

diinginkan” (Winarno, 2005:101).  

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan pelaksanaan kegiatan administrasif yang legitimasi hukumnya ada.  

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat 

bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Budi 

Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho dalam bukunya yang 

berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang 

mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 

atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari  kebijakan publik 

tersebut” (Nugroho, 2014:158).  

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan 

dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui 

bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari 

kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan 

intervensi. Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono 

dalam bukunya Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys sebagai 

berikut:“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. 

Tahap ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-
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benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes 

seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang 

diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output 

biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. 

Outcome adalah damapak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah 

keluarnya output kebijakan. Outcomes  biasanya diukur setelah keluarnya output 

atau waktu yang lama pasca implemantasi kebijakan” (Indiahono, 2009:143).  

Perbedaan-perbedaan dalam proses imlpementasi akan dipengaruhi oleh 

sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titk ini kemudian keduanya 

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu 

kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan 

keijakan dengan kinerja (performence). Perubahan, kontrol dan kepatuhan 

bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur 

implementasi. (Van Meter dan Van Horn, dalam Solihin Abdul Wahab, 

2012:164). 

1.2.3 Model  Implementasi Kebijakan 

Model implementasi George C. Edward III (1980:01) secara botton-topper 

atau berpola dari bawah ke atas. Selanjutnya George C. Edward III 

mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokras. Dalam ke empat 

variabel tersebut terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. 

1. Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

menetukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam 
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mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan 

dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator 

dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu: 

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik. 

b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

c. Konsisten, yaitu pemerintah yang diberikan dalam pelkasanaan suatu 

komuniikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkannya atau 

tidak suatu kebijakan itu sendiri, karena jika perintah yang diberikan 

berubah-ubah maka akan membingungkan masyarakat. 

2. Sumberdaya. 

Sumberdaya merupakan sutau hal sangat penting dalam menetukan 

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun indikator dari 

sumberdaya, ialah: 

a. Staf, sumber daya utama dalam impementasi sebuah kebijakan. 

Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

dibagian staff yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak 

memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. 

b. Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: satu informasi 

yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua 
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informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yabg 

tealh ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka 

kekuatan para implemntator dimana publik tidak terlegitimasi, 

sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi 

kebijakan. 

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan fakor penting dalam 

implemetasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya 

fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut 

tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting 

dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka 

para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun indikator dari disposisi 

adalah: 

a. Pengankatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
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kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu 

pemilihan dan pengangkatan pesonil pelaksana kebijakan harusalah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya. 

b. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 

sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntugan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengann baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk 

memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. 

4. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. 

Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanan atau terealisasi 

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai 

pelakasana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputusakan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Menurut Edward III ada dua karakteristik untuk menjadikan birokrasi lebih 

baik, yaitu: 
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a.  SOP adalah suatu kegiatan rutin yang mrmungkinkan para pegawai 

(pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).  

b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-

kegiatan atau aktivitas-aktivitas peagwai diatara beberapa unit kerja. 

2.3 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Maghrib Mengaji 

Di Kabupaten Kampar  

Sebagai daerah yang digelari serambi mekkah Kabupaten Kampar 

membuat empat peraturan daerah keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

akhlak dan moral serta nilai keislaman dalam diri masyarakat Kampar yakni 

peraturan daerah tentang pandai membaca Al-Quran nomor 1 tahun 2013, 

peraturan daerah gerakan masyarakat maghrib mengaji no 2 tahun 2013, peraturan 

daerah wajib pendidikan diniyah dan takmiliyah (PDTA) nomor 3 tahun 2013, 

dan peraturan daerah penyelenggaraan ibadah haji daerah dan biaya transportasi 

haji nomor 4 tahun 2013. Namun pada penelitian ini peneliti hanya meneliti 

tentang peraturan daerah no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib 

mengaji.  

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMAR MENGAJI) menjadi 

sangat penting, mengingat pelajaran agama di sekolah sangat terbatas, termasuk 

porsi pelajaran mengaji Al-Qur’an. Sampai saat ini masih banyak umat isalam 

yang tidak bisa membaca Al-Qur’an dengan  baik.  
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Menurut pasal 4 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Gerakan 

Masyarakat Maghrib Mengaji ini sasarannya adalah masyarakat yang beragama 

islam dari usia anak-anak. Remaja, dewasa sampai orang tua. 

Adapun Tujuan diadakan peraturan daerah tentang maghrib mengaji ini 

adalah : 

a. Memakmurkan musholla/langgar dan masjid dengan kegiatan mengaji 

pada saat setelah shalat Ashar dan maghrib 

b. Munumbuhkan gerakan membaca Al-Qur’an baik scara individu 

maupun bersama-sama (berjama’ah) 

c. Menumbuhkan gairah dan kecintaan terhadap kitab suci AL-Qur’an  

d. Membrantas buta aksara Al-Qur’an 

e. Membentuk kepribadian berdasarkan Al-Qur’an dan mencegah 

kerusakan moral 

f. Sebagai tempat pembinaan, bimbingan dan media kegiatan belajar-

mengajar Al-Qur’an 

g. Sebagai wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi, 

khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keagamaan. 

Adapun yang bertugas melaksanakan mengawasi jalannya peraturan 

daerah ini sesuai dengan pasal 13 perda no 2 tahun 2013 adalah: 

1. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dilaksanakan oleh 

Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar, Surau  dan  para  orang  

tua; 

2. Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar, dan Surau mengeluarkan 
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buku   kendali  kehadiran  siswa  dan  siswi  pada  kegiatan 

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang ditandatangani oleh 

pengurus Masjid, Mushalla, Langgar, Surau  dan  tenaga  

pendidik. 

Pemerintah daerah kabupaten Kampar memberikan pembinaan 

umum kepada penyelenggara Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dan 

bekerja sama dengan kantor kementerian agama kabupaten Kampar 

untuk pembinaan teknis pada penyelenggara kebijakan. Pemerintah 

daerah mengerahkan sejumlah pamong praja untuk merazia bagi yang 

melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat diwaktu maghrib. Pemerintah 

desa bekerjasama dengan ninik mamak dan alim ulama serta tokoh 

masyarakat untuk mengawasi jalannya program Gerakan Masyarakat 

Maghrib Mengaji tersebut. 

Adapun pembiayaan atau dana untuk pelaksanaan peraturan ini 

dibebankan kepda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kampar atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. Kemudian untuk bentuk pembiayaannya yaitu: 

a. Biaya operasional maysarakat maghrib mengaji 

b. Insentif tenaga pendidik masyarakat maghrib mengaji 

c. Biaya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat maghrib 

mengaji 

d. Dan lain-lain. 

Sebagai upaya dalam menigkatkan kemampuan umat islam untuk 
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memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an dengan baik dan 

benar seharusnya dilakukan melalui gerakan pembelajaran Al-Qur’an 

secara terpadu dan berkesinambungan. Bentuk dan kegiatan Gerakan 

Masyarakat Maghrib Mengaji yaitu: 

a. Bentuk pertama : belajar membaca dan menulis Al-Qur’an.  

Membangun keakraban dan kecintaan dengan Al-Qur’an adalah 

berbicara tenatng bagaimana cara mendekati Al-Qur’an. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an 

                   

Artinya: Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan. (Q.S Al- Muzzammil:4) 

 

Untuk itu maka membaca Al-Qur’an harus memperhatikan aturan makhraj 

yang baik, tajwid yang benar. 

b. Bentuk kedua: menghafal surah-surah pendek dan mengkhatamkan Al-

Qur’an. 

c. Bentuk ketiga: belajar memahami arti kata dan terjemahan Al-Qur’an. 

d. Belajar memahami tafsir Al-Qur’an. 
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2.4 Pandangan Islam Tentang Kebijakan 

 Adapun pandangan islam terhadap partisipasi adalah terdapat pada surah 

An-nisa ayat 59 yang berbunyi: 

                                 

                      

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil-amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dari hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dari lebih baik akibatnya”. (Qs. An.Nisaa:59). 

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang diartikan surah diatas bahwa 

manusia diperintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya yakni tunduk dan patuh 

pada segala ketentuan dalam Al-Quran dan as-sunnah. Ketetapan ini niscayakan 

semua hokum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari 

keduanya. Memang benar selain diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya 

kaum muslim juga diperintahkan untuk taat kepda ulil-amri, sehingga sudah 

seharusnya masyarakat untuk turut berpartisipasi  terhadap program-program yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah.  

 Dalam hal ini program maghrib mengaji yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten Kampar merupakan program dimana sangat membutuhkan 

partisipasi masyarakat  didalam pelaksanaan agar terwujudnya masyarakat yang 

agamis dan berakhlak baik sesuai dengan yang diharapkan. 
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2.5 Kajian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu oleh beberap peneliti yang bertujuan untuk 

membandingkan permaslahan yang ditetili dan peneliti terdahulu:  

1. Peneliti Elita (2017) meneliti dengan judul “Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2013 Tentang “Gerakan 

Masyarakat Maghrib Mengaji Di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung 

Hilir Kabupaten Kampar”. Hasil penelitiannya masih belum terlaksana 

dengan semestinya, karena Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini 

masih sebatas sisoalisasi belum semua masyarakat menegetahui tentang 

kebijakan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di desa Cinta Damai 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Peneliti Muhammad Sanusi (2016) meneliti dengan judul “Pengawasan 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang 

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Desa Mayang Pongkai 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kebupaten Kampar”. Hasil 

penelitiannya adalah bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan 

Masyarakat Maghrib Mengaji ini belum berjalan lancar dimana masih 

terdapat banyak masyarakat yang belum mengerti dengan program 

tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak desa. 

3. Peneliti Fratama Ramadhan (2016), dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Rokok 

Dikota Padang Panjang”. Hasil penelitiannya adalah implementasi 
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peraturan daerah tersebut belum terlaksanan dengan baik, dikarenakan 

peraturan kawasan tertib rokok masih belum diketahui secara merata 

hanya sebatas para aparatur pemerintah dan tidak sampai kepada 

masyarakat, dan satpol PP selaku penegak belum melakukan secara 

maksimal. 

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian kali ini yaitu teori kebijakan yang digunakan dan peraturan daerah. 

Namun perbedaan dengan penelian sebelumnya yaitu lokasi penelitian berbeda 

dan cakupan penelitian kali ini lebih luas karena mengambil populasi dari seluruh 

masyarakat di kecamatan kampar. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 

yang penting untuk dibahas. Berikut kerangka berfikir dari penelitian tentang 

pelaksanaan peraturan daerah no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat 

maghrib mengaji di kecamatan kampar kabupaten kampar. 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Definisi Konsep 

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas 

dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu yang menjadi pusat perhatian dala, ilmu social. (dalam masri 

singarimbun 2006:34) 

Berikut beberapa definisi konsep dari penelitian pelaksanaan perda no 2 

tahun 2013 di kecamatan Kampar kabupaten Kampar : 

1. Kebijakan keputusan autoritatif, keputusan yang dibuat oleh orang 

yang memegang kekuasaan, formal atau informal. 

Pelaksanaan Peratuan Daerah Nomor 2 Tahun 
2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib 

Mengaji di Kecamatan Kampar 

Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur 
Birokrasi 

Terciptanya Masyarakat yang Agamis dan 

aktifnya Masjid dan Mushallah di Kecamatan 
Kampar 
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2.  Publik merupakan lingkungan dimana orang menjadi warga negara, 

ruang dimana warga negara berinteraksi, dimana negara dan masyrakat 

berada. 

3.  Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan maupun yang tidak dilakukan. 

4. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan. 

5. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami 

kitab suci Al-Quran. 

2.8 Konsep Operasional 

Untuk mengukur keberhasilan penelitian dari pelaksanaan perda no 2 

tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji maka peneliti 

menggunakan teori implementasi dari George Edward III. George C. Edward III 

mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokras. Dalam ke empat 

variabel tersebut terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. 

1. Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

menetukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam 

mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan 

para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan 
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yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur 

keberhasilan komunikasi yaitu: 

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik. 

b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

c. Konsisten, yaitu pemerintah yang diberikan dalam pelkasanaan suatu 

komuniikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkannya atau tidak 

suatu kebijakan itu sendiri, karena jika perintah yang diberikan berubah-

ubah maka akan membingungkan masyarakat. 

2. Sumberdaya. 

Sumberdaya merupakan sutau hal sangat penting dalam menetukan berhasil 

atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun indikator dari sumberdaya, ialah: 

a. Staf, sumber daya utama dalam impementasi sebuah kebijakan. 

Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

dibagian staff yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak memahami, 

tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. 

b. Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: satu informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi 

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan 

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 
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telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan 

para implemntator dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 

menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. 

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan fakor penting dalam implemetasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, 

mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para 

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, 

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam 

praktiknya tidak terjadi bias. Adapun indikator dari disposisi adalah: 

a. Pengankatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu 

pemilihan dan pengangkatan pesonil pelaksana kebijakan harusalah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya. 

b. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 

sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 
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mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntugan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengann baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk 

memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. 

4. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia, 

atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanan atau terealisasi karena terdapatnya 

kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelakasana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputusakan secara politik 

dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III ada dua 

karakteristik untuk menjadikan birokrasi lebih baik, yaitu: 

a. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang mrmungkinkan para pegawai 

(pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).  

b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-

kegiatan atau aktivitas-aktivitas peagwai diatara beberapa unit kerja 
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Tabel 2.2 
Konsep Operasional 

Sumber : Dasar-dasar Kebijakan Publik 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi Indikator Sub indicator 
Model Implementasi 
Kebijakan George, C. 
Edward  

1. Komunikasi a. Transmisi 
b. Kejelasan 
c. Konsistensi 

 2. Sumber Daya. a. Staf 
b. Informasi 
c. Wewenang 
d. Fasilitas 

 3. Disposisi. a. Pengangkatan Birokrat 
b. Insentif 

 4. Struktur Birokrasi. a. SOP 
b. Fragmentasi 


